BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjas=di Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); '

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita. Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2023 Nomor 3)




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut-
nya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjut-
nya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp.
1.217.687.887.173,00 (satu triliun dua ratus tujuh belas
milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus
delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah)
bertambah sebesar Rp. 86.110.584.413,00 (delapan puluh
enam milyar seratus sepuluh juta lima ratus delapan puluh
empat ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi
Rp. 1.303.798.471.586,00 (satu triliun tiga ratus tiga milyar
tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh
puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)
terdiri atas:
a.pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp.
1.165.203.020.301,00 ( satu triliyun seratus enam puluh
lima milyar dua ratus tiga juta dua puluh ribu tiga ratus
satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 1.113.920.371.247,00 (satu triliyun
seratus tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh juta
tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat
puluh tujuh rupiah}; dan

2. bertambah sebesar Rp. 51.282.649.054,00 (lima puluh
satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta enam
ratus empat puluh sembilan ribu lima puluh empat ru-
piah).

b. belanja. Daerah setelah perubahan Rp.
1.302.298.471.586,00 (satu triliyun tiga ratus dua milyar




dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh

puluh satu ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 1.216.187.887.173,00 (satu triliyun
dua ratus enam belas milyar seratus delapan puluh
tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu ser-
atus tujuh puluh tiga rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp 86.110.584.413,00 (Delapan
puluh enam milyar seratus sepuluh juta lima ratus
delapan puluh empat ribu empat ratus tiga belas rupi-
ah).

. pembiayaan Daerah setelah perubahan Rp.

138.595.451.285,00 (seratus tiga puluh delapan milyar Ii-

ma ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh

satu ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

1. penerimaan pembiayaan Daerah setelah perubahan
sebesar Rp. 138.595.451.285,00 (seratus tiga puluh
delapan milyar lima ratus sembilan puluh lima juta
empat ratus lima puluh satu ribu dua ratus delapan
puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) semula sebesar Rp. 103.767.515.926,00 (seratus tiga
milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta lima ratus
lima belas ribu sembilan ratus dua puluh enam ru-
piah); dan

b) bertambah sebesar Rp 34.827.935.359,00 (tiga puluh
empat milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta
sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima
puluh sembilan rupiah)

2. pengeluaran pembiayaan Daerah setelah perubahan
Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupi-
ah); dengan pembiayaan neto setelah perubahan rp.
137.095.451.285,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar
sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu
ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah); dan sisa
lebih pembiayaan setelah perubahan berkurang sebe-
sar Rp.0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

a) sernula sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar
lima ratus juta rupiah); dan

b) bertambah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf a terdiri atas:

a. pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp.
160.808.764.615,00(seratus enam  puluh  milyar
delapan ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh
empat ribu enam ratus lima belas rupiah) dengan rinci-
an sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 131.060.214.925,00 (seratus ti-
ga puluh satu milyar enam puluh juta dua ratus
empat belas ribu sembilan ratus dua puluh lima
rupiah}; dan

2. bertambah sebesar Rp 29.748.549.690,00 (dua




puluh sembilan milyar tujuh ratus empat puluh
delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu
enam ratus sembilan puluh rupiah).

b. pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rp.
1.002.894.255.686,00(satu triliyun dua milyar delapan
ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh
lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 981.360.156.322,00 (sembilan
ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus enam
puluh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus
dua puluh dua rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp 21.534.099.364,00 (dua
puluh satu milyar lima ratus tiga puluh empat juta
sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus enam
puluh empat rupiah

a. lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah peru-
bahan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar
Iima ratus juta rupiah)

b. semula sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima
ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar
lima ratus juta rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hu-
ruf b terdiri atas:

a. belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp.
1.038.654.147.700,00(satu triliyun tiga puluh delapan
milyar enam ratus lima puluh empat juta seratus em-
pat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) dengan rinci-
an sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 970.244.002.588,00 (sembilan
ratus tujuh puluh milyar dua ratus empat puluh
empat juta dua ribu lima ratus delapan puluh
delapan rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp 68.410.145.112, 00 (enam
puluh delapan milyar empat ratus sepuluh juta ser-
atus empat puluh lima ribu seratus dua belas rupi-
ah).

b. belanja modal setelah perubahan sebesar Rp.
156.049.487.182,00(seratus lima puluh enam milyar
empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh
tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 128.418.308.707,00 (seratus
dua puluh delapan milyar empat ratus delapan
belas juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh
rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp 27.631.178.475,00 ({(dua
puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh satu juta
seratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tujuh
puluh lima rupiah)

c. Belanja Tidak Terduga setelah perubahan schesar Rp.
907.500.000,00 (sembilan ratus tujuh juta lima ratus
ribu rupiah)

1. semula sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar




rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp (4.092.500.000,00)

d. Belanja Transfer setelah perubahan sebesar Rp.
106.687.336.704,00 (seratus lima milyar enam ratus
lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sa-
tu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupi-
ah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 112.525.575.878,00 (seratus
dua belas milyar lima ratus dua puluh lima juta -
ma ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tujuh
puluh delapan rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp (5.838.239.174,00) (enam mi-
lyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan
ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh
puluh sembilan rupiah)

(3) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf c terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan
1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

setelah perubahan sebesar Rp.

138.595.451.285,00(seratus tiga puluh delapan mi-

lyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus
lima puluh satu ribu dua ratus delapan puluh lima
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) semula sebesar Rp. 103.767.515.926,00 (seratus
tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta k-
ma ratus lima belas ribu sembilan ratus dua
puluh enam rupiah); dan

b) bertambah sebesar Rp 34.827.935.359,00 (tiga
puluh empat milyar delapan ratus dua puluh
tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu ti-
ga ratus lima puluh sembilan rupiah);

b. pengeluaran pembiayaan :

1. penyertaan modal Daerah setelah perubahan sebesar
Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta
rupiah)

a) semula sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu
milyar lima ratus juta rupiah); dan

b) bertambah sebesar Rp 0,00 {nol rupiah);

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp.
46.290.534.302,00(empat puluh enam milyar dua
ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh empat
ribu tiga ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

1. semula sebesar Rp. 36.290.534.302,00 {tiga puluh
enam milyar dua ratus sembilan puluh juta lima
ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus dua rupiahj;
dan

2. berkurang sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
Milyar rupiah)




b. retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp.
5.345.391.790,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh
lima juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu tujuh
ratus sembilan puluh rupiah) dengan rincian sebagai
berikut:

1. semula sebesar Rp. 3.782.202.460,00 (tiga milyar
tujuh ratus delapan puluh dua juta dua ratus dua
ribu empat ratus enam puluh rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp. 1.563.189.330,00 (satu mi-
lyar lima ratus enam puluh tiga juta seratus
delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh
rupiah)

c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah perubahan sebesar Rp. 8.973.040.033,00
(delapan milyar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta
empat puluh ribu tiga puluh tiga rupiah) dengan rin-
cian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 8.482.828.310,00 (delapan
milyar empat ratus delapan puluh dua juta
delapan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus
sepuluh rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp. 490.211.723,00 (empat
ratus sembilan puluh juta dua ratus sebelas ribu
tujuh ratus dua puluh tiga rupiah)

d. lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah peru-
bahan sebesar Rp. 100.199.798.490,00 (seratus mi-
lyar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus
sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan
puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 82.504.649.853,00 (delapan
puluh dua milyar lima ratus empat juta enam
ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus
lima puluh tiga rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp. 17.695.148.637,00 (tujuh
belas milyar enam ratus sembilan puluh lima
juta seratus empat puluh delapan ribu enam
ratus tiga puluh tujuh rupiah).

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 ayat {1) huruf b terdiri atas:

a. pendapatan transfer pemerintah pusat setelah peru-
bahan sebesar Rp. 928.297.965.899,00 (sembilan
ratus dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan
puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu
delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 917.658.075.000,00 (sembilan
ratus tujuh belas milyar enam ratus lima puluh
delapan juta tujuh puluh lima ribu rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp. 10.639.890.899,00 (sepuluh
milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta delapan
ratus sembilan puluh ribu delapan ratus sembilan
puluh sembilan rupiahj;

b. pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan
sebesar Rp. 74.596.289.787,00 (tujuh puluh empat
milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus
delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan




puluh tujuh rupiah} dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 63.702.081.322,00 (enam
puluh tiga milyar tujuh ratus dua juta delapan
puluh satu ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah);
dan

2. bertambah sebesar Rp. 10.894.208.465,00 {sepuluh
milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta
dua ratus delapan ribu empat ratus enam puluh li-
ma rupiahj;

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ terdiri atas:

a. Pendapatan Hibah setelah perubahan sebesar Rp.
1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar
lima ratus juta rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp.0,00 (nol rupiah)

Pasal 5

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp.
614.862.924.756,00 (enam ratus empat belas milyar
delapan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus
dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 568.994.789.858,00 (lima ratus
enam puluh delapan milyar sembilan ratus sembi-
lan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh
sembilan ribu delapan ratus lima puluh delapan
rupiah}; dan

2. bertambah sebesar Rp. 45.868.134.898,00 (empat
puluh lima milyar delapan ratus enam puluh
delapan juta seratus tiga puluh empat ribu delapan
ratus sembilan puluh delapan rupiah);

b. belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar
Rp. 380.916.932.125,00 (tiga ratus delapan puluh
milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus
tiga puluh dua ribu seratus dua puluh lima rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 367.276.632.456,00 (tiga ratus
enam puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh
enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat
ratus lima puluh enam rupiah); dan

2. bertambah sebesar Rp. 13.640.299.669,00 (tiga
belas milyar enam ratus empat puluh juta dua
ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus
enam puluh sembilan rupiah);

c. belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp.
42.376.545.819,00 {empat puluh dua milyar tiga ratus
tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh lima
ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) dengan rin-
cian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 32.354.180.274,00 (tiga puluh
dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta seratus




delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh empat
rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp. 10.022.365.545,00 (sepuluh
milyar dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh
lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

d. belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp.
497.745.000,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh
juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 1.618.400.000,00 (satu milyar
enam ratus delapan belas juta empat ratus ribu ru-
piah); dan

2. berkurang sebesar Rp. {(1.120.655.000,00) (satu mi-
lyar seratus dua puluh juta enam ratus lima puluh
lima ribu rupiah).

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2) huruf b terdiri atas:

a. belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp.
479.644.101,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan
juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus satu
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 686.200.000,00 (enam ratus
delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
dan

2. berkurang sebesar Rp. (206.555.899,00) (dua ratus
enam juta lima ratus lima puluh lima ribu delapan
ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

b. belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan
sebesar Rp. 22.374.224.483,00 (dua puluh dua milyar
tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua
puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga ru-
piah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 15.344.061.966,00 (lima belas
milyar tiga ratus empat puluh empat juta enam
puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam
rupiah);dan

2. bertambah sebesar Rp. 7.030.162.517,00 (tujuh mi-
lyar tiga puluh juta seratus enam puluh dua ribu
lima ratus tujuh belas rupiah);

c. belanja modal gedung dan bangunan setelah peru-
bahan sebesar Rp. 35.925.066.398,00 (tiga puluh lima
milyar sembilan ratus dua puluh lima juta enam
puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh delapan
rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 38.766.711.260,00 (tiga puluh
delapan milyar tujuh ratus enam puluh enam juta
tujuh ratus sebelas ribu dua ratus enam puluh ru-
piah); dan

2. berkurang sebesar Rp. (2.841.644.862,00) (dua mi-
lyar delapan ratus empat puluh satu juta enam
ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam
puluh dua rupiah);

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah pe-
rubahan sebesar Rp. 89.392.278.531,00 (delapan
puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua
juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus ti-




ga puluh satu rupiah} dengan rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 66.940.886.467,00 (enam
puluh enam milyar sembilan ratus empat puluh
juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat
ratus enam puluh tujuh rupiah);dan

2. bertambah sebesar Rp. 22.451.392.064,00 (dua
puluh dua milyar empat ratus lima puluh satu juta
tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh
empat rupiah);

e. belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan
sebesar Rp. 7.577.273.669,00 (tujuh milyar lima ratus
tujuh puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ri-
bu enam ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 6.379.449.014,00 (enam milyar
tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus
empat puluh sembilan ribu empat belas rupiah);
dan

2. berkurang sebesar Rp. 1.197.824.655,00 (satu mi-
Iyar seratus sembilan puluh tujuh juta delapan
ratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh
lima rupiah};

(3) Belanja tidak terduga setelah perubahan sebesar Rp.
907.500.000,00 (sembilan ratus tujuh juta lima ratus ri-
bu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
huruf ¢ dengan rincian sebagai berikut:

a. semula sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima Milyar
Rupiah}; dan

b. berkurang sebesar Rp (4.092.500.000,00) (empat mi-
lyar sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (2) huruf d terdiri dari :

a. belanja bagi hasil setelah perubahan sebesar Rp.
5.163.552.609,00 (lima milyar seratus enam puluh ti-
ga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam
ratus sembilan rupiah) dengan rincian sebagai beri-
kut:

1. semula sebesar Rp. 4.007.273.678,00 (empat milyar
tujuh juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu enam
ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan

2. bertarnbah sebesar Rp. 156.318.931,00 (seratus li-
ma puluh enam juta tiga ratus delapan belas ribu
sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

b. belanja bantuan keuangan setelah perubahan sebesar
Rp. 101.523.744.095,00 (seratus satu milyar lima
ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh
empat ribu sembilan puluh lima rupiah) dengan rinci-
an sebagai berikut:

1. semula sebesar Rp. 108.518.302.200,00 (seratus
delapan milyar lima ratus delapan belas juta tiga
ratus dua ribu dua ratus rupiah); dan

2. berkurang sebesar Rp. (6.994.558.105,00) (enam
milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta
lima ratus lima puluh delapan ribu seratus lima ru-
piah).




Pasal 6

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan:

1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan sebesar Rp. 138.595.451.285,00
(seratus tiga puluh delapan milyar lima ratus sem-
bilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu
ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) dengan
rincian sebagai berikut:

a) semula sebesar Rp. 103.767.515.926,00 (sera-
tus tiga milyar tujuh ratus enam puluh tujuh
juta lima ratus lima belas ribu sembilan ratus
dua puluh enam rupiah}; dan

b) bertambah sebesar Rp 34.827.935.359,00 (tiga
puluh empat milyar delapan ratus dua puluh
tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu
tiga ratus lima puluh sembilan rupiahj;

(2) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (3) huruf b terdiri atas :
a. pengeluaran pembiayaan :

1. Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan sebe-
sar Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus
juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a) semula sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu mil-
iar lima ratus juta rupiah}; dan

b) bertambah sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. LampiranI Ringkasan Penjabaran Perubahan
APBD Yang Diklasifikasi Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

b. LampiranII Penjabaran Perubahan APBD
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah;

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat

Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial;




e. LampiranV

f. Lampiran VI

g. Lampiran VII

h. Lampiran VIII

1. Lampiran IX

j.  Lampiran X

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran belanja
bagi hasil,

Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan
Minyak Bumi Dan Pertambangan
Gas Alam/ Tambahan
DBHMinyak dan Gas Bumi¥)
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

Rincian Dana Tambahan
Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota pada Daerah
Perbatasan Dalam Rancangan
Perda tentang APBD dan
Rancangan  Perkada  tentang
Penjabaran APBD dengan
Program  Prioritas Perbatasan
Negara;

Pasal 8

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini

diundangkan.

Pasal 9

mulai berlaku pada tanggal




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal, 10 November 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,

HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal, 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023 NOMOR...



